PAKEHUM : Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum ISSN 3089-3755 (E)

Volume 03, Nomor 01, April 2026

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS REGULASI
PERLINDUNGAN KONSUMEN ANTARA INDONESIA DAN
JEPANG

Haidee Gelya Mulyana?

D Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: haideeupin@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the comparative effectiveness of consumer protection regulations
between Indonesia and Japan in response to rapid technological developments and online transactions.
The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach using
secondary data. The results show that Indonesia has an advantage in the aspect of legal substance
because it has a single general consumer protection law formulated based on comprehensive academic
papers. Conversely, Japan implements a fragmented regulatory system without a single general
umbrella law but excels in legal enforcement structures and legal culture through periodic public
awareness surveys conducted by the government. The factors most influencing legal effectiveness in
both countries include legal substance, enforcement structures, public legal culture, and external
factors such as technological advancement. In conclusion, Indonesia is more effective in norm

formulation, while Japan excels in addressing social realities and institutional strengthening.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas regulasi perlindungan konsumen
antara Indonesia dan Jepang dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan transaksi
daring. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan komparatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam aspek substansi hukum karena memiliki satu undang-
undang perlindungan konsumen yang bersifat umum dan disusun berdasarkan naskah akademik yang
komprehensif. Sebaliknya, Jepang menerapkan sistem regulasi yang tersebar tanpa satu undang-
undang payung umum, namun unggul dalam hal struktur penegakan hukum dan budaya hukum
melalui survei kesadaran publik secara berkala oleh pemerintah. Faktor yang paling memengaruhi
efektivitas hukum di kedua negara mencakup substansi hukum, struktur penegakan hukum, budaya
hukum masyarakat, serta faktor eksternal seperti perkembangan teknologi. Kesimpulannya, Indonesia
lebih efektif dalam perumusan norma, sementara Jepang lebih unggul dalam memperhatikan realitas

sosial dan penguatan lembaga.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Efektivitas Hukum, Indonesia, Jepang, Studi Komparatif.
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PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi,
perlindungan konsumen tidak lagi terbatas pada transaksi
jual beli secara langsung, melainkan juga mencakup
transaksi secara daring (online). Transaksi online memiliki
kompleksitas tersendiri yang meliputi keamanan proses
transaksi bagi para pihak, keaslian produk, kualitas
pelayanan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara
konsumen dan pelaku usaha. Tanpa adanya regulasi yang
memadai mengenai perlindungan konsumen, potensi
terjadinya praktik-praktik merugikan seperti peredaran
produk palsu atau cacat, penipuan, informasi yang tidak
jelas, serta pelaksanaan bisnis yang tidak etis, akan
meningkat. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen
diperlukan untuk memastikan setiap hak konsumen dan
kewajiban pelaku usaha terjamin, serta menekankan
pentingnya etika dan prinsip keadilan dalam praktik bisnis

agar kedua pihak dapat memperoleh keuntungan
secara seimbang.'

Dengan pendekatan yang bertahap dan tidak terburu-
buru, strategi perlindungan konsumen dalam konteks pasar
bebas dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, misalnya
dengan menjangkau pasar tradisional atau domestik,
sebelum secara bertahap diperluas hingga mencakup proses
produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat pasar global.
Pada tahapan ini, baik hukum privat maupun hukum publik
saling melengkapi dan memiliki kedudukan yang sama
pentingnya dalam menjamin perlindungan hak-hak
konsumen.?

Di Indonesia, perlindungan konsumen dilandasi oleh
prinsip-prinsip ekonomi yang termaktub dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Implementasinya diwujudkan melalui

'Marina Yetrin Sriyati Mewu dan Kadek Julia Mahadewi,
"Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk
Online:  Analisis  Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen di Indonesia," Jurnal Kewarganegaraan 7, no.
1 (Juni 2023): 447

2Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen
dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap
Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya," Dekrit:
Jurnal Magister Ilmu Hukum 13, no. 1 (2023): 113.
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peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.’ Sedangkan Permasalahan konsumen di
Jepang mulai mengemuka sejak tahun 1950-an pasca
Perang Dunia II, yang mendorong diberlakukannya
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dasar pada tahun
1968 sebagai respons hukum awal. Pada tahap awal,
pengaturan perlindungan konsumen di Jepang didominasi
oleh undang-undang bisnis yang berorientasi pada regulasi
administratif, schingga perlindungan konsumen Ilebih
bersifat reaktif sebagai dampak dari pengaturan kegiatan
usaha. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan
diberlakukannya Undang-Undang Kontrak Konsumen pada
tahun 2000 sebagai kerangka hukum perdata terpadu dalam
hubungan kontraktual konsumen, serta penguatan sistem
perlindungan konsumen melalui amandemen Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Dasar pada tahun 2004.
Seiring perkembangan tersebut, kebijakan konsumen di
Jepang mengalami transformasi dengan pergeseran dari
pendekatan  regulasi  bisnis konvensional —menuju
pemanfaatan mekanisme pasar, serta perubahan posisi
konsumen dari pihak yang semata-mata dilindungi menjadi
subjek independen yang diakui memiliki hak untuk hidup
aman, memperoleh informasi yang memadai, dan membuat

pilihan secara rasional.*

KAJIAN TEORI
A. Aspek efektivitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum

merupakan upaya penanaman hukum dalam masyarakat

melalui pemanfaatan kekuasaan daerah dan peran aparatur

3Sutan Pinayungan  Siregar, "Kepastian = Hukum
Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen," Journal of Law,
Administration, and Social Science 4, no. 2 (2024):229.
*Makinori Goto, "Jl %5 # BUHE Ol b W8 & 1 O FLE"
[Shobishapd-seisaku no Tenkan to Shobishapd no Kadai /
Perubahan Kebijakan Konsumen dan Tantangan dalam
Hukum Konsumen], Waseda University Graduate School
of Law, hlm. 22.
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penegak hukum,” yang keberhasilannya dapat dinilai
melalui beberapa aspek, yaitu kaidah hukum yang harus
memuat unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat
diterima dan dijalankan dengan baik, penegak hukum
sebagai pihak yang diberi amanat oleh pemerintah untuk
mengawasi dan menerapkan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat, sarana atau fasilitas yang berfungsi
mendukung pelaksanaan hukum karena ketiadaannya dapat
menghambat pencapaian tujuan hukum, serta kesadaran dan
budaya hukum masyarakat yang tercermin dari rasa
tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum, yang
menunjukkan adanya kepercayaan bahwa hukum
melindungi kepentingan setiap individu serta sejalan
dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.®

B. Faktor efektivitas hukum

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh empat faktor
utama, yaitu substansi hukum yang mencakup kejelasan
regulasi, relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, serta
tingkat implementabilitas aturan tersebut dalam praktik,
struktur penegakan hukum yang meliputi keberadaan dan
kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan
prasarana, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi antar
lembaga terkait, budaya masyarakat yang tercermin dari
tingkat kesadaran, kepatuhan, dan nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat, serta faktor eksternal yang
meliputi kondisi ekonomi, politik, perkembangan teknologi,
dan dinamika globalisasi yang turut memengaruhi
pelaksanaan dan keberlakuan hukum dalam suatu negara.’
pada umumnya dapat dikatakan lebih lemah dibandingkan
dengan pelaku usaha, karena konsumen berada pada posisi
sebagai penerima barang dan/atau jasa. Kondisi tersebut
merupakan faktor alamiah yang semakin diperkuat oleh
perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi,

yang pada satu sisi memberikan kemudahan, namun pada

3 Marfuah, "Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam
Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," Desiderata: Law
Review 1, no. 2 (Juni 2024): 38

®Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari
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sisi lain berpotensi meningkatkan kerentanan konsumen.
Ketidakseimbangan tersebut terutama terlihat pada proses
tawar-menawar serta adanya asimetri informasi antara
konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, regulasi
perlindungan konsumen dituntut untuk berperan secara
efektif guna menciptakan hubungan yang seimbang antara
konsumen dan pelaku usaha, memberikan kepastian hukum,
serta mencegah adanya tindakan pelaku usaha yang
beritikad tidak baik. Dalam konteks tersebut, studi
komparatif antara Indonesia dan Jepang menjadi relevan
untuk dilakukan, dengan tujuan menilai sejauh mana
efektivitas regulasi perlindungan konsumen di masing-
masing negara yang sama-sama menganut sistem hukum
civil law, sehingga dapat diperoleh model penerapan
perlindungan konsumen yang paling tepat dalam
menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.

Rumusan penelitian ini meliputi: A) Bagaimana
perbandingan efektivitas regulasi perlindungan konsumen
antara Indonesia dan Jepang? B) Apa faktor yang paling
mempengaruhi efektivitas regulasi perlindungan konsumen
di Indonesia dan Jepang?

Penelitian ini bertujuan untuk: A) Mengetahui
perbandingan efektivitas regulasi perlindungan konsumen
antara Indonesia dan Jepang. B) Mengetahui faktor yang
paling mempengaruhi efektivitas regulasi perlindungan

konsumen di Indonesia dan Jepang

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif

yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan

perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Jenis
dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder,
yang terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-

undang perlindungan konsumen dan Consumer Contract

Perspektif Hukum," Jurnal Analisis Hukum (JAH) 2, no. 2
(2021): 3-5.

"Yudha Pratama dan Muhammad Aini, "Pengukuran dan
Faktor Penentu Efektivitas Hukum dalam Implementasi
Kebijakan dan Penegakan Keadilan," Jurnal Kajian lImiah
Interdisipliner 9, no. 7 (Juli 2025):151.
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Act, bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, dan
bahan hukum tersier berupa link resmi dari lembaga
Indonesia maupun lembaga jepang. Pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan,
yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta
sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan
yang dikaji.?
Perbandingan Efektivitas Regulasi Perlindungan
Konsumen Antara Indonesia Dan Jepang

Mengenai aspek kaidah hukum yang meliputi
unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, dari sudut pandang
negara Indonesia hal tersebut relatif mudah ditemukan
karena setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
pada umumnya didahului dengan penyusunan naskah
akademik, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen. Selain itu, pengaturan
perlindungan konsumen di Indonesia dikodifikasikan dalam
satu undang-undang yang bersifat umum. Hal ini berbeda
dengan Jepang yang menerapkan sistem pengaturan
perlindungan konsumen melalui berbagai peraturan yang
tersebar, sehingga tidak terdapat satu undang-undang umum
secara

komprehensif mengatur perlindungan

yang
konsumen sebagaimana di Indonesia. Oleh karena itu,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia
disandingkan dengan Consumer Contract Act (CCA)
Jepang, meskipun proses pembentukannya berbeda.
Consumer Contract Act tidak disertai dengan naskah
akademik sebagaimana di Indonesia, sehingga penelusuran
unsur yuridis, sosiologis, dan filosofisnya hanya dapat
dilakukan melalui penjelasan yang disediakan pada situs
resmi pemerintah Jepang, yaitu Consumer Affairs Agency.
Situs tersebut memiliki fungsi yang serupa dengan laman
resmi DPR di Indonesia, namun sebelum mengakses

dokumen peraturan perundang-undangan dalam bentuk

8Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum
(Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 117-129.

Consumer Affairs Agency, “Legal System Planning,”
Consumer Organization Collective Litigation System
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PDF, pengunjung terlebih dahulu disajikan dengan halaman
penjelasan yang memuat latar belakang dan tujuan
pembentukan undang-undang yang bersangkutan.’
Sedangkan dari aspek sarana dan penegak hukum,
baik Indonesia maupun Jepang memiliki lembaga yang
berperan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
Di Indonesia, perlindungan konsumen didukung oleh
beberapa lembaga, antara lain Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), serta Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memiliki
fungsi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha. Sementara itu, di Jepang terdapat Consumer Affairs
Agency yang berada di bawah Government of Japan, yang
berperan

sebagai lembaga utama dalam perumusan

kebijakan, koordinasi, serta pengawasan pelaksanaan
perlindungan konsumen.

Berlanjut pada aspek kesadaran dan budaya
masyarakat, pemerintah Jepang menunjukkan perhatian
yang lebih sistematis melalui pelaksanaan survei yang
dilakukan oleh Kantor Kabinet Jepang (Cabinet Office)
dalam bentuk jajak pendapat publik. Survei tersebut
dilaksanakan pada tahun 2024 dan dipublikasikan pada
tahun 2025 sebagai bentuk pembaruan data terkait tingkat
kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen.
Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana pembaruan data
mengenai kesadaran dan budaya masyarakat dalam bidang
perlindungan konsumen cenderung diperoleh melalui
pemberitaan nasional maupun hasil penelitian akademik,
bukan melalui survei pemerintah yang dilakukan secara
berkala dan terpusat.

Faktor Yang Paling Mempengaruhi Efektivitas

Regulasi Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan

Jepang

section, accessed December 30,
https://share.google/bLL305pjirLYLMQAS8y

2025,
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Dengan mengamati faktor-faktor

yang
mempengaruhi efektivitas hukum, yang meliputi aspek
substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya
hukum, dapat terlihat bahwa aspek kaidah hukum memiliki
peranan yang dominan karena secara simultan mencakup
ketiga faktor tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai
negara yang memiliki satu undang-undang umum mengenai
perlindungan konsumen menunjukkan keunggulan dari sisi
substansi hukum, karena undang-undang tersebut berfungsi
sebagai dasar pembentukan  berbagai  peraturan
perlindungan konsumen lainnya. Hal ini berbeda dengan
Jepang yang menerapkan model perlindungan konsumen
melalui berbagai peraturan yang tersebar di berbagai
bidang, sehingga secara konseptual tidak memiliki satu
payung hukum yang bersifat umum sebagaimana di
Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal
bahwa Jepang memberikan perhatian yang signifikan
terhadap realitas sosial masyarakat, yang tercermin dalam
struktur penegakan hukum dan budaya hukum yang
berkembang. Selain itu, faktor eksternal berupa pesatnya
perkembangan teknologi di Jepang turut mempengaruhi

efektivitas perlindungan konsumen di negara tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan efektivitas regulasi
perlindungan konsumen antara Indonesia dan Jepang, dapat
disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dari
aspek kaidah hukum, khususnya dalam hal substansi
hukum. Hal ini tercermin dari keberadaan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang bersifat umum dan disusun
berdasarkan naskah akademik, sehingga unsur yuridis,
sosiologis, dan filosofis dapat ditelusuri secara jelas dan
sistematis. Sebaliknya, Jepang menerapkan sistem
perlindungan konsumen melalui berbagai peraturan yang
tersebar di berbagai bidang tanpa adanya satu undang-
undang payung yang bersifat umum. Akibatnya,
penelusuran unsur pembentukan hukum dalam Consumer
Contract Act tidak dilakukan melalui naskah akademik,
melainkan melalui penjelasan resmi yang disediakan oleh
Affairs Perbedaan  tersebut

Consumer Agency.
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menunjukkan bahwa dari sisi perumusan norma dan
kepastian substansi hukum, Indonesia memiliki tingkat
efektivitas yang lebih menonjol dibandingkan Jepang.
Selanjutnya, faktor yang paling mempengaruhi
efektivitas regulasi perlindungan konsumen di Indonesia
dan Jepang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan substansi
hukum, tetapi juga oleh struktur penegakan hukum dan
budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, Jepang
menunjukkan keunggulan dalam memperhatikan realitas
sosial masyarakat melalui penguatan lembaga perlindungan
konsumen, pelaksanaan survei kesadaran publik secara
berkala, serta dukungan perkembangan teknologi yang
pesat. Sementara itu, Indonesia meskipun memiliki dasar
hukum yang kuat, masih menghadapi tantangan dalam
optimalisasi struktur penegakan hukum dan peningkatan
kesadaran serta budaya hukum masyarakat. Dengan
demikian, efektivitas perlindungan konsumen di kedua
negara dipengaruhi oleh keseimbangan antara norma
sosial

hukum, mekanisme penegakan, dan kondisi

masyarakat yang melingkupinya.

SARAN
1. Pemerintah Indonesia disarankan untuk tidak
hanya mempertahankan kekuatan regulasi
perlindungan konsumen dari sisi substansi hukum,
tetapi juga meningkatkan efektivitas struktur
penegakan hukum melalui penguatan peran dan
koordinasi antar lembaga perlindungan konsumen.
2. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembaruan
data kesadaran konsumen secara berkala melalui

survei resmi yang terpusat, sehingga kebijakan

perlindungan konsumen dapat disusun
berdasarkan kondisi empiris masyarakat.

3. Pemerintah Jepang disarankan untuk
mempertimbangkan ~ pembentukan  kerangka

hukum umum atau kodifikasi terbatas dalam

bidang perlindungan konsumen guna

meningkatkan  konsistensi dan  kemudahan

pemahaman regulasi bagi masyarakat.
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4. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat
mengembangkan kajian ini dengan menambahkan
pendekatan empiris, sehingga efektivitas regulasi
perlindungan konsumen tidak hanya dianalisis
secara normatif, tetapi juga berdasarkan praktik

penerapannya di lapangan.
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